BAB V
PENUTUP
5.1. KESIMPULAN

1. Berdasarkan pasal 18B Undang — Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Indonesia mengakui dan menghormati satuan — satuan
daerah yang bersifat khusus dan istimewa, diatur lebih lanjut melalui Undang
— Undang. Provinsi Aceh diberikan otonomi khusus melalui Undang —
Undang Nomor 18 Tahun 2001 jo. Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh. Alasan pemberian otonomi khusus tersebut
disebabkan karena adat masyarakat Aceh yang sangat kental dengan dinul
islam, sehingga masyarakat Aceh mengehendaki untuk setiap kehidupan
bermasyarakat di Aceh didasarkan pada syariat islam. Dengan demikian

otonomi khusus Provinsi Aceh adalah sah di mata hukum hingga saat ini.

Sebagai dampak dari pemberian otonomi khusus tersebut kepada Aceh,
menyebabkan pemerintah Aceh dapat membentuk dan memberlakukan
Qanun dalam rangka otonomi daerahnya. Qanun merupakan jenis peraturan
perundang — undangan yang termasuk ke dalam peraturan daerah. Sama
halnya dengan peraturan daerah, Qanun pun terdiri dari Qanun Provinsi dan
Qanun Kabupaten/Kota. Peraturan perundang — undangan yang mengatur tata
cara pembentukan Qanun diatur oleh Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, sementara pembentukan peraturan
daerah pada umumnya diatur melalui Undang — Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang — Undangan.

Kedudukan Qanun Aceh yang berlaku hingga saat ini adalah setara dengan
peraturan daerah. Hal tersebut dikukuhkan dalam penjelasan pasal 7 ayat (1)
huruf (f) dan (g) Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang — Undangan. Terdapat alasan mengapa

Qanun Aceh hanya diletakkan kedudukannya dalam penjelasan pasal, bukan
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dalam pasalnya itu sendiri, yaitu karena tidak seluruhnya pengaturan Qanun
Aceh sesuai dengan pengaturan mengenai tata cara pembentukan peraturan
daerah yang diatur dalam Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang — Undangan. Terdapat alasan pula
mengapa pada akhirnya ketentuan mengenai tata cara pembentukan Qanun
Aceh dan Peraturan Daerah pada umumnya diatur oleh sumber hukum yang
berbeda, yaitu karena asas dan materi muatan keduanya adalah bertolak
belakang, dengan demikian tata cara pembentukannya pun sudah pasti

berbeda pula.

Asas dan materi muatan Qanun Aceh mengandung unsur — unsur agama atau
dinul islam, dengan demikian sumber dari segala sumber hukum di Aceh
adalah berdasarkan syariat Islam. Hal ini tentu tidak menjadi sumber hukum
dalam hukum Indonesia yang berlaku nasional. Sumber hukum tertinggi
Indonesia adalah Pancasila. Dengan demikian, sudah barang tentu tata cara
pembentukannya pun berbeda. Begitu pula dengan pemberlakuan hukum di

Aceh dan daerah lainnya, sudah pasti berbeda pula.

Oleh karena Qanun Aceh bersumber pada syariat Islam, maka ketentuan yang
berlaku di Aceh bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, ‘Ijma, Qiyas dan Ijtihad.
Salah satu pengaturan yang termuat dalam Qanun Aceh yang tidak termuat
dalam peraturan perundang — undangan lainnya adalah mengenai Jinayat,
yaitu hukum pidana, yang memuat Jarimah (tindak pidana) dan ‘Ugqubat
(sanksi pidana) berdasarkan hukum Islam. Jenis tindak pidana dan sanksi
pidana yang termuat dalam Qanun Aceh adalah melebihi batas — batas sanksi
pidana yang boleh termuat dalam sebuah peraturan perundang — undangan
setara peraturan daerah. Namun demikian, hal tersebut dikecualikan bagi

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berkaitan dengan materi muatan yang terkandung dalam Qanun Aceh,
menunjukan bahwa Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pembentukan Qanun dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011



tentang Pembentukan Peraturan Perundang — Undangan tidak sinkron secara
vertikal. Terdapat beberapa substansi dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun
2011 tersebut yang tidak diatur bahkan terdapat pula yang bertentangan
dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal tersebut tidak terlepas
dari kaitannya dengan masalah yang bersifat politis di Aceh. Sebagaimana
telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, pemberian otonomi khusus
kepada Aceh salah satunya disebabkan karena Aceh yang pada saat itu
hendak melepaskan diri dari Indonesia. Untuk tetap menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah pusat memberikan

kekhususan kepada pemerintahan di Provinsi Aceh.

2. Pemberlakuan Qanun Aceh Provinsi Aceh tidak sesuai dengan konsep
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditetapkan oleh Undang — Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia
merupakan negara kesatuan dan untuk bentuk kesatuan tersebut tidak
dapat dilakukan perubahan. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah
apabila pemerintah pusat telah menetapkan suatu aturan yang berlaku
nasional, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk taat dan
melaksanakannya. Dalam hal pemberlakuan Qanun Aceh yang asas,
materi muatan serta sumber hukum materilnya bertentangan dengan asas.
materi muatan serta sumber hukum materil dalam peraturan perundang —
undangan lain sebagaimana diatur dalam Undang — Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang — Undangan,
menyebabkan Qanun Aceh melanggar asas peraturan perundang —
undangan yaitu asas lex specialis derogat legi generali. Hal yang menjadi
kesulitan untuk meluruskan masalah ini adalah bahwa pemberlakuan
Qanun Aceh adalah sah mengingat pemberlakuan Qanun Aceh ini
ditetapkan melalui suatu peraturan perundang — undangan setingkat
Undang — Undang yang berlaku nasional, yaitu Undang — Undang Nomor
18 Tahun 2001 jo. Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh. Di satu sisi, terdapat beberapa ketentuan dalam
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substansi Qanun Aceh yang bertentangan dengan peraturan perundang —
undangan setingkat Undang — Undang, namun di sisi lain pemberlakuan
Qanun Aceh ini adalah sah di mata hukum nasional.

Akar permasalahan dari Qanun Aceh ini adalah bahwa dalam kosntitusi
Negara Indonesia, yaitu Undang — Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur dan tidak mentapkan sejauh mana
Negara Indonesia memberikan otonomi khusus kepada daerah tertentu,
tidak terkecuali untuk Provinsi Aceh. Dalam praktiknya, otonomi Khusus
yang diberikan kepada Provinsi Aceh menyebabkan Provinsi Aceh
memiliki Qanun Aceh yang merupakan peraturan perundang — undangan
setara peraturan daerah yang beberapa hal di dalamnya bertentangan
dengan peraturan perundang — undangan yang berada di tingkat lebih
tinggi. Hal tersebut menyebabkan Provinsi Aceh seolah — olah sebagai
suatu negara bagian dalam Negara Indonesia atau dengan kata lain Negara
Indonesia bukanlah bersusunan negara kesatuan melainkan susunan

negara serikat.

5.2. SARAN
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Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis ini, maka penulis
memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan -

permasalahan tersebut. Antara lain:

1. Pemberlakuan Qanun Aceh adalah bersumber dari otonomi khusus Aceh
yang diberikan melalui Undang — Undang Nomor 18 Tahun 2001 jo.
Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat beberapa
ketentuan pengaturan mengenai tata cara pembentukan Qanun Aceh yang
tidak diatur bahkan bertentangan dengan Undang — Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang — Undangan.

Maka dari itu, penulis memiliki saran bahwa Undang — Undang Nomor 11



Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu ditinjau kembali
keberlakuannya, karena Undang — Undang tersebut dapat melahirkan
peraturan perundang — undangan lain di bawahnya seperti Qanun Aceh
yang tidak sesuai dengan hukum nasional. Sehingga hasil dari peninjauan
tersebut diharapkan dapat merubah, mengganti, atau bahkan dapat
mencabut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh guna mencegah terjadinya ketidaksesuaian maupun
pertentangan yang dapat melemahkan susunan kesatuan Negara
Indonesia.

. Apabila syariat Islam merupakan sesuatu hal yang begitu melekat dalam
aspek kehidupan masyarakat Aceh dan tidak dapat dihilangkan, maka
ketentuan — ketentuan hukum yang berlaku di Aceh tidak perlu
dirumuskan dalam bentuk peraturan tertulis dalam skala peraturan
perundang — undanganm, namun cukup dijadikan sumber norma lainnya
seperti misalnya berbentuk fatwa. Sehingga, masyarakat Aceh tidak perlu
takut kehilangan sumber norma yang berasal dari syariat Islam, namun di
saat yang bersamaan syariat Islam tersebut bertentangan dengan hukum
positif yang berlaku di Indonesia.

. Pemerintah pusat bersama dengan Majelis permusyawaratan Rakyat
perlu melakukan pengkajian ulang terhadap Undang — Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya mengenai pemberian
otonomi khusus kepada daerah — daerah tertentu. Perlu diatur mengenai
batas — batas pemberian otonomi khusus tersebut, jangan sampai
menjadikan Negara Indonesia seolah — olah seperti negara Serikat yang
memiliki negara — negara bagian di dalamnya yang pengaturan antara satu
negara bagian dengan negara bagian lainnya dapat saling bertentangan.
Dengan demikian, Provinsi Aceh dapat tetap menikmati kekhususannya
yang tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang —

undangan lain di atasnya.
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